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TENTANG
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UNTUK MEMULAI USAHA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI DALAM NEGERI,
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4 bahwa uniuk dal ka peningiatan
fnvesusi dipeduban pelaysaan pengurusen peizioan dan non peritinan
mmﬂuuﬂm,mglehmmmmmm:mm

b, bahwa dalum rangkn mevnjudlan maksud sehagaimana huruf a diperlukan
kepastian hukum dalam standar waktu pelayanan perizinan dan non perizinan
menulal usaha;

< balrwa berdasarkan pestimbangan sebogaimana dimaksud dalam huraf @ dan
huruf b, perlu ditctapkan Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri
Hukum dan Hak Asasi Manusia, Menteri Perdagangan, Menteri Tenaga Kesja
dan Transmigrasi, dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal tentang
Percepatin Pelayanan Perizinan dan Non Pesizinan Untuk Menyulai Usaha;

Mengingat: 1. Bedrijsreglementerings Ordonnantie 1934 {Staatsblad. 1938 Nomor 86);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1981 tentang Wajib Lapor Ketenagakerjnan di
Penusahaan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 39,
Tambahan Lembaran Negasa Republik Indonesia Nomor 3201),

. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 teniang Wajib Daflar Perusshaan;

(Lembaran Negara iblik Indonesia Tahun 1982 Nomor 7, Tambahan

Lemmberun Neghen Repubi Indovesia Nomor 3214]

4. Undung-Undang Nomor 3 Tabun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerj,
(Lembaran Negara Republik Indovesia Tabun 1993 Nomor 20, Tambshan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomer 3520);

5. Undusg Undang Homar 13 Taln 2003 ey Ketcagrbcrun, (Lembaran

Negura Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambshan Lembsran
Negars Republ ndoncess Nomor 4219



6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintaban Dacrsh
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2084 Nomor 125, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) scbagaimana telab diubah
temkhir dengan Undang-Undang Nomer 12 Tshun 2008 tentang Perubahan
Kedua atss Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daersh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomer 59,
Termbohan Lembasan Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Peanaman Modal (Lembaran
Negarn Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran
‘Negara Republik Indonesia Nomor 4724);

‘Undimg-Undang Nomor 40 Tolun 2007 tentang Perscroan Terbatas (Lemburan

Negara Republik Indor Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran

‘Negara Republik Indonesia Nomor 4756);

9. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indanesin Nomor 4916);

10, u..ampum Nomor 25 Talun 2009 teatang Pelayanan Publik (m.m
Negarn. lik Indonesia Tahun 2009 Nomer 112, Tambahan Ler

Negara. RnpuMlk Indonesia Nomor S038);

BAB 1
KETENTUAN UMUM
Pasal |

Dalam Peraturan Bersama Mentei ini yang dimaksud deagan:
1. Pelayanan perizinan dan non perizinan adalah kegiatan ataw ranghaian kegiatun dalam rengia
pemberian ijin ip warga negarn dan melakukan usaha

2 Penyelenggara pelayanan perizinan dan non perizinan yang selanjutnya discbut Penyelenggara
adalah instansi pemerintah da/ata pemerintah doerah yang dibentuk untuk kegintan
pelayanan pemberian izin usaha.

Pelaksana pelayanan perizinan don non perizinan yang selanjunya discbut Pelaksana adalah
pelubat, peguwai, petugas dan setiap orang yang bekerja di dalai coganisasi penyelenggara
yang.

4. Poraturan Bersama Menteri adalah Peraturan Bersama Menteri Dalam Negerl, Menteri Hukum
dan Hak Asasi Mastusia, Menteri Perdagangan, Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi, dan
Kepala Badan Koordinasi Penanunan Modal

BAB I
TUIUAN

Pasal2
Peraturan Bersama Menterd ini bertsjian untuk meningkatkn kualitas pelayanan publik dalam
penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinay untuk memulai usaha yang lebih cepat,
tepat, muda dan transparan.
BAD 111
JENIS PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN

(1) Setiap warga negara baik penduduk sebagai oreng perscorangan maupun kelompok, berhak
mendapatkan pelayanan perizinan dan non perizinan unuk memulai ussha yang lebih ccpst,
tepat, muish dan transparan.



(2) Pelayanan perizinan dan pon peiizinn usabia imana dimaksud pada ayat
u: meli
. Pendofiaren nama perusahaan dan pembuatan akta pendirian perusahaan;
b, Pengesabian status bedan hukum;
¢ Pembayaran Penerimasn Negara Bukan Pajak (PNBP);
. Pendaflaran dan pengumuinan, pecscroan terbatas dalam Berita Negara;
Pendafiaran Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan Nomor Pengukuban Pengusaha Kena
Pajak (NPPKR);
f. Pengurusan Surat fjin Usaha Perdagangan (SIUP);
g Pengurusan Tando Daflar Perusahumn (TDPY;
L Iapor ketenagakerjaan di perusshaan;
i Pendafiaran untuk progsam jaminen sosial tenaga kerja (Jamsostek).

BAB IV
PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN
Pasal 4

Penyclenggara pelayanan melukukan percepatan penyelenggaruan polayanan perizinan din non
perizinan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 Ry

Pasal 5

(1) Gubernur dan Bupati/Walikota bertanggung jawsb teshadap percepatan penyelenggaraan
pelayanin perizinn dan non perizinan memulai usah di dacrab;
{2) Uniuk percepatan penyd enggaraan perizinan dan non perizinan di dnerah dilakukan melalui
penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu;
6] Provins dan mepm:nﬂ(ulu yang belum membentuk pelayanan terpadu satu i wajib
segera membentuk pelayanan terpadu salu pintu sesiai dengan ketentuan perundung:

Pasal 6
(1) Sctiap penyelengga pelayansn wajib memberikan pelayanan berdasarkan standar wakty

pel
(@) Standar waku pelayanan scbagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi -

& pemakaian nama perusshan dan pengesshon stams hadan hukum, pendafiaren dan
pengumuman perscroan terbatas dalam Berita Negara, pembayaran PNBP melalui Bak
scluruhnya paling lam § (delapan) hari kerja;

b, penerbitan NPWP dan NPPKP di Ditien Pajak paling lama 1 (satu) hari kerja;

¢. pepcrbitan SIUP dan TDP di Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kobupaten/Kota dilakukan
secara simultan paling lama 3 (tiga} hm'mj. dan

4. penerbitan surat keterangan pelsporan ketenagakerjaan di perusahaan oleh Pemerinish
Provinsi, Pemerintah Kl‘hupllulll(m dan scrtifikat kepesertaan Jaminan Sosial Tenaga
Kerja paling lama 5 {lima) bari kerju.

Pasal T

wammwmpmm.\m pmm-nmm..m usahia sebagaimana dimaksud
dalam Pasal tentuan peratura




BABV
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 8
(1) Meateri nm.m Negeri melakokan pembinsan dan pengawasan umun  tcrhadap

(2) Menteri Hukum dan Hak Acasi Manusia, Menteri Perdagangan, Menleri Tenaga Kerja dan
Transmigrasi dan Kepals Budan Koordinasi Penanaman Modal melakukan pembinasn dan
pengawasan tcknis terhadap penyelenggarian percepatan pelayanan perizinan dan non
perizinan.

BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 9

Pada suat pemturan menteri ini berlaku
a Pmydenulrun pulaylnm perizinan dan non perizinin yung s i ronsih dalam proses
Ment

b Peraturan pmmg andungn g gl suce el ttap berak scpac tisk
dengan P

BARB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 10

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang meagetabuinys, memerintahkan peoguidangan Poraturan Bersuma Menteri ini
dengan penempatannyn dalam Berita Negara Republik Indoncsin.
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